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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAIIUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECANATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menmimbang : a. bahwa dalam rangka penmingkalan  penvelenggaraan
emerintahan,  pelaksanaan pembangunan dan bimbingan
-emasvarakatan sccara berdava guna dan berhasil guna maka
eraturan Dacrah Nomor IR Tahun 2000 tentang Susunan
Orgamsast dan Tata Kerja Pemernntahan Kecamatan dan
Pemerintahan  Kelurahan  Kota  Magelang  perlu  ditimjau
kembali : |

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perly
menvusun  dan menctapkan  Peraturan  Daerah lentang
Susunan Organisast dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan
dan Pemenntah Kelurahan:

Mengingat - |. Undang-undang ~ Nomor 17 Tahun 1950  tentang
Pembentukkan Daerah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinst Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat -

2. Undang ...
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| lflldung—m.‘dm]g Nomor 8 Tahun 1974 tentang I}ll]{ﬂk'p”ku_k
‘}*:L'Pt':gmmmn (Lembaran Negara Tahun l'-)f’-'l Nomor 3.
lfnnhnh:m l.embaran Negara Nomor 304 1) sebagaimana telah
diubah - dengan iil1du|13£-l|l1ti:||1g Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 3890) -

AL a oS ihoik i B o o ] "H—wl - i ‘
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Tra A- .
3; lmdang-undung Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemernntahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
] ,th:lrﬂn Nﬂgﬂrﬂ N”"]”r 13}1}] :
1

: “"d““S‘l”‘d“"B Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (I.embaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848) -

>. Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000  tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagat
Dacrah Otonom (I.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 34.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932)

0. Perawran Pemenntah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah (I.embaran Negara
Tahun 2000 Nomor 165) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 130-67 Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

Menctapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIJA PEMERINTAH
KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

3AB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan daerah im yvang dimaksud dengan .
a. Dacrah adalah Kota Magelang :

b. Pemenntah ...
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b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magelang °

c. Wahkota adalah Walikota Magelang :

d. Wakil Walikots adalah Walkil Walikota Magelang

. b P " . " . - it L :-
¢. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan Kotd
Magelang :

h . r # [ - »
t. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kota
Magelang.

BAB I
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah imi dibentuk Susunan Organisasi
dan Taia Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah
Kelurahan.

(2) Organisasi dibentuk  berdasarkan  pertimbangan-
pertimbangan sebagai benkut :

a. kewenangan Pemernntahan :

b. karaktenstik. potensi dan kebutuhan .

¢. kemampuan keuangan ;
d. keterscdiaan sumber dava aparatur ;
e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan

pthak ketiga.

BAB 111
PEMERINTAH KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Pemenntah Kecamatan dipimpin oleh Camat vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(2) Pemerintah
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alikota dalam  melaksanakan tugas penyelenggaraan
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(3) Untuk menvelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud ayal
"I Pacal in: AL ;o N 'y
(<) Pasal ini, Pemerintah Kecamatan mempunyal [ungst .

4. perumusan Kebijakan  Pemerintah Kecamatan .

b. penvelenggaraan administrasi Pemerintah Kecamatan

. pengendalian sumber  dava aparatur., keuangan,
rasarana dan sarana pemerintah Kecamatan .

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuat dengan tugas dan fungsinva.

Bagian Kedua

Organisasi Pemerintah Kecamatan

Pasal 4
(1) Pemenntah Kecamatan terdin dar
a. Camat ;
b. Sekretanat ;
c. Scksi-Seksi. terdin dan :
. Sekst Pemcerintahan .
2. Seksit Pembangunan
3. Scksi Kesejahteraan Masvarakat,
d. Kclompok Jabatan Fungsional.

(2) Sckretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam avyat (1)
Pasal 1 masing-masing dipimpin oleh secorang Sekretans
dan Kepala Scksi vang berada dibawah dan bertanggung
iawab langsung kepada Camal.

(3) Kelompok Jabatan  Fungsional  dikoordinir oleh pejabat
fungsional senior sclaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga

Tata Kernja

-

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat. Sekretaris, Kepala

Scksi menerapkan  prinsip - koordinasi.  integrasi  dan

sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnva.
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masine.

(2) Setiap ...
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(2) Setiap pimpinan dj lingkungan Pemenntah Kecamatan wajib
melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 6

Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas:

tugas Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7

R . . . e
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah  Kecamatan
vang dnabarkan berdasarkan Susunan Organisas) scbhagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Keputusan Walikota,

BAB IV
PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungs

Pasal 8

(1) Pemerintah  Kelurahan dipimpin  oleh  scorang  Kepala
Kelurahan vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

(2) Pemerintah Kelurahan mempunvar tugas membantu  Camat
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di
Kelurahan

(3) Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal ini. Pemernintah Kelurahan mempunyai fungsi

perumusan kebijakan Pemerintah Kelurahan :
b. penvelenggaraan admimstrast Pemerintah Kelurahan ¢
¢. pengendahan  sumber  daya aparatur.  keuangan.
prasarana dan sarana pemerintah Kelurahan ;
d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan

oleh Camat
sesuail dengan tugas dan lungsinva.

Bagian kedua . ..
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Bagian Kedua

Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pasal Y
(1) Pemerintah Kelurahan terdini dar -
a. Kepala Kelurahan -
b. Sekretarnat -
c. Seksi-Seksi, meliputi -
l. Seksi Pemerintahan -

2. Scksi Pembangunan -

3. Seksi Kesejahteraan Masvarakat.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
;- % ey & ' . e . .
(<) Sekretaniat sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal i
dipimpin oleh scorang Sekretaris vang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan.
(3) Scksi sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal 1
dipimpin oleh scorang Kepala Sckst vang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan,

(4) Kelompok  Jabatan  Fungsional dikoordinir olech  pejabat
lungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga

Tata Kenja

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnva Kepala Kelurahan, Sekretaris
dan Kepala Seks1 menerapkan prinsip koordinasi. integrasi
dan sinkromisast batk mtern maupun antar unit oreanisasi
lainnva. sesuar dengan tugas pokok dan fungsinva ;nuﬁing-
masing.

2) Setiap pimpman di hngkungan Pemenntah Kelurahan wajib
melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 11 .. .
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Pasal 1]

Dalam | ; i
* 1al D ' yekretarts
ikt !\LI"dlﬂ Kelurahan  berhalangan, Sckretaris
-‘ ~Anakan  tugas-tyeas Kepala Kelurahan sesuai dengan
cratury und: X
peraturan 1‘::»:::unddnyundﬂngun vang berlaku.

Pasal 12
R | :
“’"—"’h‘f'}"‘ lugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan  Kelurahan
1'.'; ) ’ e | . ' . . . . ‘ )
Ll*lnf:" dyjabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimiana
'i..IIHHkH'IILl dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Keputusan Walikota,

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

(1) Pejabat Lselon III di lingkungan Pemerintah Kecamatan
diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Pejabat Eselon IV di hingkungan Pemenntah Kecamatan dan
Pemenntah Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh
Sckretarts  Daerah  atas  pelimpahan  kewenancan  dari
Walikota.

Pasal 15
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Pasal 15
) i _ . ,
] C”E“'L}lhnd” dan - pemberhentian pcjabat lungsional diatur
5 ._ :, s f el . P i d
eotdrdengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LLAIN

Pasal 16

l_iug::ny Susunan  Organisasi  Pemerintah  Kecamatan _dﬂﬂ
Pemenntah Kelurahan schagaimana tercantum dalam Lampiran,
merupakan bagian vang tidak terpisahkan  dengan Peraturan
Dacrah ini. -

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah vang
ada sebelumya. tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya
sampar dengan  pengangkatan  Pejabat  baru  berdasarkan
Peraturan Daerah .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunva Peraturan Dacrah mi maka Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2000 tentang  Susunan
Oreanisast dan  Tata Kena Pemerintahan  Kecamatan  dan
Pemenntahan  Kelurahan Kota Magelang  dinvatakan  tidak
berlaku lagi

Pasal 19

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang
mengenal  pelaksanaannva  akan  diatur lebih  lanjut  dengan
Keputusan Walikota

Pasal 20 ..
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Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAG

Asisten Pemernntanan dan P

LEMBARAN DAE

:-Il.l"“n.'ll :'l\

i = : ; ¢
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal Llumdnm-'r

; | - Tl
Agar supaya sctiap orang dapal mengetahuimya memel s
: ! e .
pengundangan Peraturan Daerah dengan  pencmi
dalam Lembaran Dacrah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang
2003.

4] 21 Januan 2
pada tanggal 21 Januar

WALIKOTA MAGEL ANG

H. ¥ AHIRIY AN 1O

Magelang

23 Januari 2003

ELANG
Pelaksana Harian

Drs. H. AIMUDI

Pembpina TX |

NIP. 500 036 467
embangunan

RAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2003 NOMOR 7
SERI B No. 4
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PENJFLASAN

N ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAjUN 2003

TENTANG

SUSUNAN OR(;

DIV ANISASI DAN TATA KER.L
PEMERINTAH KF [ DAN TATA KERJA

CAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiens
penvelenggaraan lugas-tugas pemerintahan  serta  untuk  melaksanakan
LE%\t:llIlT'I:E_IHII Otonomi Dacrah sebaga pelaksanaan tugas Desentrahsas) perlu
dyabarkan dalam Pemernintah I:Zucamatun dan  Pemernintah Kelurahan
sehagaimana kewenangan vang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanva peninjauan
kembah Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota
Magelang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Dacrah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Orgamisast dan Tata Kena
Pemernintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang.

Untuk maksud tersebut maka perlu menvusun dan menetapkan

Susunan Organisasi dan Tata Kera Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah
Kelurahan Kota Magelang dengan Peraturan Daerah.

PENJELLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) . Cukup Jelas

Pasal 2 avat (2 )hurufa . Yang dimaksud Kewenangan Pemerintah
adalah Kewenangan Pemerintah
Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan

Pasal 2 avat (2 )hurufbs/de . Cukup Jelas

Pasal 3 s/d Pasal 20 . Cukup Jelas
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